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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar
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Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bernasis Risiko

Sektor Kesehatan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
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